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ABSTRAK 

 

 

Pemusnahan arsip merupakan tindakan memusnahkan arsip yang sudah tidak 

digunakan lagi dan memiliki retensi akhir musnah pada jadwal retensi. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan prosedur 

pemusnahan arsip pada unit kearsipan I Sekretariat Jenderal DPD RI. Adapun 

prosedur pemusnahan arsip dijelaskan oleh teori Armida Silvia Asriel dan Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan 

arsip. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan pemusnahan arsip pada unit kearsipan I 

Sekretariat Jenderal DPD RI. Adapun untuk faktor pendukung menggunakan teori 

Widjaya dan faktor penghambat menggunakan teori Lombe. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Untuk fokus 

penelitian yaitu unit kearsipan I Sekretariat Jenderal DPD RI. Pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara kepada 5 Key Informant, dan 

telaah dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelaksanaan pemusnahan 

pada unit kearsipan I Sekretariat Jenderal DPD RI telah dilaksanakan secara 

prosedural. Kendala yang dihadapi yaitu kesulitan pada proses penyeleksian arsip 

yang akan dimusnahkan. kesulitan itu disebabkan oleh Arsip inaktif yang disimpan 

pada record center sebagian besar belum terdata dalam daftar arsip inaktif unit 

kearsipan I Sekretariat Jenderal DPD RI, Penataan arsip inaktif pada record center 

belum berdasarkan asas asal usul, arsiparis pada unit kearsipan I dibebankan tugas 

administrasi lainnya sehingga tidak fokus pada tugas kearsipan yang salah satunya 

penataan arsip inaktif. 

 

 

Kata Kunci: Pemusnahan arsip; Faktor Pendukung; Faktor Penghambat 
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ABSTRACT 

 

 

Archive destruction is an act of destroying archives that are not used and have final 

retention destroyed on the archive retention schedule. This Study was intended to 

find out and analyze the implementation of the Archive destruction procedures At 

The Record Center I Of The Secretary  General Of Regional Representatives’ 

Council of the Republic of Indonesia. the Archive destruction procedures is 

explained by theory of Armida Silvia Asriel a nd the regulation of the Secretary 

general of  Regional Representatives’ Council of the Republic of Indonesia Number 

16 of 2019 concerning disposal of records guidlines the Secretariat General of 

Regional Representatives Council of the Republic of Indonesia.  The next goal is to 

find out and analyze supporting and inhibiting factors of  the Archive destruction 

At The Record Center I Of The Secretary  General Of Regional Representatives’ 

Council of the Republic of Indonesia. supporting factors using Widjaya’s theory 

and  inhibiting factors using Lombe’s theory. This study used qualitative studying 

method by descriptive analysis. The object of study in this study was The Record 

Center I Of The Secretary  General Of Regional Representatives’ Council of the 

Republic of Indonesia. The collection of data was conducted though field 

observation, interview to five key informants, and documents review. Based on the 

research that has been done, the archive destruction at the record center I of the 

Secretary  General Of Regional Representatives’ Council of the Republic of 

Indonesia carried out based on procedures. The constraints faced were trouble on 

selection of records to be destroyed. the trouble it caused by Inactive archives 

stored in the record center most of them are unrecorded in the list of inactive 

archives At The Record Center I Of The Secretary  General Of Regional 

Representatives’ Council of the Republic of Indonesia. Inactive archive settings in 

the record center is not based on the principle of provenance. archivist at At The 

Record Center I charged with other administrative duties so it's out of focus on 

archiving work one of which is inactive archive management. 

 

 

Keywords: archive destruction; supporting factors; inhibiting factors 
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BAB I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan  

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan kelompok dalam 

mewujudkan tujuannya. Setiap proses usaha dalam mewujudkan tujuan dapat 

dipelajari dari cabang ilmu, yang biasa disebut ilmu administrasi. Erika Revida 

(2020: 2) mengemukakan bahwa: 

Administrasi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kegiatan catat-

mencatat, tulis-menulis atau yang sering disebut dengan kegiatan tata 

usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas didefenisikan sebagai 

proses kerja sama secara rasional yang dilakukan oleh sekelompok 

orang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 

Administrasi publik berperan dalam mewujudkan berbagai tujuan 

pembangunan negara. Chandler dan Plano  (Hakim, 2011: 20)  mengemukakan 

bahwa “administrasi publik sebagai proses sumber daya dan personel publik 

yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, 

mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan 

publik”. Seiring dengan Revida (2020:4) berpendapat sebagai berikut:  

Administrasi publik adalah ilmu dan seni yang dilakukan oleh 

sekelompok orang dalam organisasi publik secara rasional bekerja sama 

untuk mencapai tujuan publik.  Pengertian Administrasi publik yang 

lebih luas adalah proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok 

orang yang tergabung dalam organisasi publik secara rasional 

melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan terhadap orang dan sarana prasarana untuk mencapai 

tujuan publik yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat.  

 

Setiap instansi memerlukan memerlukan suatu unit yang bertanggung 

jawab dalam mengelola hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Menurut  

Sugiarto (2015: 1) bahwa “administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan dalam 

menghasilkan, mengolah, menerima, dan menyimpan berupa surat, laporan, 
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formulir dan lain sebagainya selanjutnya pengelolaan surat, lapoan, formulir dan 

sebaginya berkaitan erat dengan kearsipan”. Seiring dengan kaitan kearsipan 

dengan administrasi,  Moekijat (2002, 75) berpendapat bahwa “kearsipan 

merupakan pekerjaan kantor yang sangat penting. Informasi tertulis yang tepat 

mengenai keputusan-keputusan, pikiran-pikiran, kontrak-kontrak, saham-

saham, dan transaksi-transaksi harus tersedia apabila diperlukan”. Untuk itu 

segala bentuk pelayanan terutama pelayanan administrasi tidak terlepas dari 

kegiatan kearsipan.  

Barthos (2009:2) menyebutkan bahwa 

Kearsipan memiliki peran sebagai pusat ingatan, sebagai sumber 

informasi, dan sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam 

setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisaan, 

pengembangan, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, 

pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, pengendalian 

setepat-tepatnya.  

 

Selanjutnya pada Undang-Undang No.43 tahun 2009 tentang Kearsipan 

pada Bab I tentang Ketentuan Umum bahwa “kearsipan merupakan hal-hal yang 

berkenaan dengan arsip”. Dengan demikian, kearsipan tidak hanya menyangkut 

pada surat-surat saja namun segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil kegiatan 

dalam berbagai bentuk media yang memiliki nilai informasi.  Arsip berperan 

sebagai sumber informasi yang dibutuhkan pada kegiatan suatu organisasi baik 

organisasi swasta maupun organisasi pemerintah.  Informasi pada arsip berperan  

penting  dalam  proses kegiatan administrasi dan fungsi manajemen  pada sebuah 

birokrasi yang dituntut secara cepat dan tepat.  

Moekijat (2002:77) memberikan pandangan bahwa “titik berat terhadap 

arsip yang disimpan adalah pada segi penemuan kembali bukan pada 

penyimpanan”. Penyimpanan arsip bertujuan agar mudah ditemukan saat 

dibutuhkan. Pentingnya ketersediaan arsip dalam kegiatan administrasi sehingga 

arsip perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ketersediaan arsip, Pemerintah 

Rapublik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang kearsipan yang merupakan kepastian hukum pada penyelenggaraan 
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kearsipan. Hal ini sesuai dengan yang dituangkan pada Pasal 1 Ayat 24 Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyebutkan bahwa: 

Penyelenggaraan kearsipan  merupakan keseluruhan kegiatan meliputi 

kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu 

sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, 

prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. 

 

Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009  tentang Kearsipan merupakan “untuk 

menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpecaya sebagai alat bukti yang 

sah serta menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti 

pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara”. Pengelolaan arsip merupakan bagian dari penyelenggaraan 

kearsipan. Arsip harus dikelola dengan baik sesuai kaidah kearsipan. 

Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis. Pengelolaan 

arsip dinamis menjadi tanggung jawab unit pencipta sedangkan pengelolaan 

arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan.  

Asriel (2018:201) berpendapat bahwa “pengelolaan arsip dinamis 

merupakan proses pengendalian arsip dinamis secara efesien, efektif, dan 

sistematis, meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta 

penyusutan arsip”. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan untuk menjamin 

ketersediaan arsip. Asriel (2018:201) menambahkan bahwa “tujuan pengelolaan 

arsip dinamis yaitu untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan 

kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan 

suatu sistem yang memenuhi persyaratan: andal, sistematis, utuh, menyeluruh, 

dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria”. Hal ini juga sesuai 

dengan pendapat Alegbeleye (2019:3) yaitu: 

The goal of records management is to ensure that civil servants create 

the records they need, keep these records in ways that allow for efficient 

access and use, maintain the records for as long as they need them for 

operational, legal, and audit purposes, and to dispose of them when 

they are past their retention period. 
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Seiring dengan berjalannya waktu, volume arsip yang diciptakan pada 

suatu organisasi akan semakin bertambah dan menumpuk sehingga 

membutuhkan banyak sarana dan prasarana dalam penyimpanannya. Untuk itu 

perlu dilakukan tindakan penyusutan. Penyusutan arsip dilakukan untuk 

memilah arsip yang perlu disimpan dan arsip yang bisa disusutkan. Penyusutan 

arsip dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Susan Z Diamond dalam 

Asriel (2018:83) menyebutkan mengapa arsip perlu disusutkan, antara lain 

“untuk menghindari biaya yang tinggi penyimpanan arsip yang tidak diperlukan, 

penemuan kembali secar efesien, dan melaksanakan aturan jangka simpan arsip 

yang berlaku”.  

Penyusutan arsip dapat diartikan sebagai pengurangan arsip. Sesuai 

dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Pasal I menyebutkan 

“penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara 

pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip 

yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga 

kearsipan”. Penyusutan arsip tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah 

arsip namun juga untuk menyelamatkan arsip yang bernilai guna. Hal ini 

sebagaimana disebutkan oleh Schellenberg dalam Fadillah (2014:60) bahwa 

“not only with respect to the destruction of record; on the contrary it is specially 

designed to ensure the preservation of certain of them”.  

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada 

Pencipta Arsip diperlukan kebijakan yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan 

kegiatan. Kebijakan tersebut membantu dalam pembagian wewenang dan 

keseragaman prosedur dalam penyusutan arsip. Lyman dan Varian dalam 

Nwaomah (2017:100) menyebutkan “(...) to effectively manage records and 

information, public and private organizations should develop, implement and 

maintain a codified set of records management policies and procedures”. 

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa mengelola arsip dan informasi secara 

efektif, organisasi publik dan swasta harus mengembangkan, menerapkan, dan 
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memelihara seperangkat kebijakan dan prosedur manajemen arsip yang 

terkodifikasi. 

Dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan penyusutan yang 

salah satunya pemusnahan arsip dibutuhkan pedoman jadwal retensi arsip. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Saffady dalam Suprayitno (2018:139) menyebutkan 

bahwa jadwal retensi arsip merupakan komponen utama dari suatu program 

manajemen arsip dinamis yang sistematis. Dikatakan sebagai komponen utama 

karena JRA sangat menentukan efisiensi dan efektivitas penyusutan arsip. 

Pemusnahan arsip merupakan suatu tindakan untuk mengendalikan 

volume arsip yang terus meningkat dari waktu ke waktu pada suatu organisasi. 

Tindakan pemusnahan sebagai nilai akhir pada Jadawal Retensi Arsip terhadap 

arsip yang sudah tidak digunakan lagi. Magama (2018:27) menyebutkan “A 

retention and disposal policy is one of the secrets for a successful preservation 

programme”. Pernyataan ini dapat diartikan sebagai kebijakan retensi 

pemusnahan merupakan salah satu rahasia keberhasilan program pelestarian. 

Pemusnahan salah satu tindakan dalam menyusutkan arsip yang sudah tidak 

digunakan lagi. Asriel (2018: 85) mendefenisikan sebagai “pemusnahan arsip 

merupakan tindakan yang dilakukan dalam memusnahkan arsip secara fisik yang 

sudah tidak digunakan lagi”.  

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 

selanjutnya disingkat dengan Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan lembaga 

pencipta arsip yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan dukungan 

administrasi dan keahlian untuk Daerah Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal 

DPD RI dalam melaksanakan tugasnya menciptakan arsip yang frekuensinya 

semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dengan itu kebijakan penyusutan arsip 

menjadi suatu keharusan untuk efektifitas dan efesiensi penyimpanan arsip baik 

dari sarana dan prasarana yang digunakan maupun SDM yang mengolahnya. 

Arsip yang memiliki retensi akhir musnah dapat dilakukan 

pemusnahan. Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada 
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Pasal 7 bahwa “pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis 

retensinya dimusnahkan berdasarkan JRA”. Pedoman pelaksanaan penyusutan 

arsip di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah diatur melalui Peraturan 

Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusutan 

arsip. Pada peraturan ini mengatur pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah 

ke unit kearsipan, pemusnahan arsip oleh unit kearsipan, dan penyerahan arsip 

ke lembaga kearsipan.  

Sejak berdirinya Sekretariat Jenderal DPD RI tanggal 1 Oktober 2004 

hingga Tahun 2022, terhitung pemusnahan arsip telah dilakukan satu kali 

dimana dengan adanya JRA Fasilitatif sudah ditetapkan Tahun 2018 sehingga 

pemusnahan dari tahun 2019 seharusnya sudah bisa dilakukan. Dengan demikian 

dari Tahun 2019 apabila dilakukan pemusnahan dilakukan setiap tahunnya 

terhitung minimal 3 kali pelaksanaan pemusnahan arsip. Pada tahun 2021 

Sekretariat Jenderal DPD RI mengajukan surat usul musnah kepada ANRI untuk 

melakukan pemusnahan arsip untuk pertama kalinya. Usulan tersebut mendapat 

persetujuan oleh ANRI pada Surat ANRI Nomor B-KN.00.03/516/2021 perihal 

Persetujuan Pemusnahan Arsip Tanggal 31 Desember 2021. Pemusnahan arsip 

Sekretariat Jenderal DPD RI dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2022 

melalui berita acara pemusnahan arsip Nomor: AR.04.01/03/DPDRI/II/2022 

sejumlah 112 Boks dengan daftar terlampir.   

Berdasarkan hasil Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) oleh 

ANRI terhadap Sekretariat Jenderal DPD RI pada tahun 2021 dari  uraian catatan 

hasil pengawasan kearsipan eksternal, Sekretariat Jenderal DPD RI belum 

melaksanakan pemusnahan arsip berdasarkan Jadwal Retensi Arsip dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir. Padahal Sekretariat Jenderal DPD RI sudah 

memiliki JRA Fasilitatif melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI Nomor 

6 Tahun 2018 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Sekretariat Jenderal DPD 

RI. Dengan adanya JRA ini Sekretariat Jenderal DPD RI sudah bisa melakukan 

pemusnahan arsip terhadap arsip yang memiliki keterangan musnah. Dari 

permasalahan tersebut, Peneliti merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap 
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pelaksanaan “Pemusnahan Arsip pada Unit Kearsipan I Sekretariat Jenderal  

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”.    

Pelaksanaan pemusnahan tidak terlepas dari peran SDM kearsipan. 

Sekretariat Jenderal DPD RI saat ini sudah memiliki 6 orang fungsional arsiparis 

yang terdiri dari 5 arsiparis kategori pelaksana dan 1 orang fungsional arsiparis 

utama. 5 orang fungsional arsiparis ditempatkan di unit kearsipan I yang 

menjalankan tugas pokok dan fungsi unit kearsipan I. Sekretariat Jenderal DPD 

RI yang memiliki 11 unit pengolah tingkat Eselon II dan 34 Unit Kearsipan II 

perwakilan di masing-masing Ibukota Provinsi. Dalam hal ini tentunya 6 orang 

arsiparis masih sangat minim mengingat jumlah unit yang membutuhkannya. 

Unit kearsipan I pada Sekretariat Jenderal DPD RI yang 

bertanggungjawab terhadap penyimpanan arsip inaktif di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal DPD RI memiliki 2 tempat penyimpanan arsip secara 

terpisah. Record center yang ada di kantor Sekretariat Jenderal DPD RI saat ini 

memiliki ruang yang terbatas sehingga tidak mampu menampung jumlah arsip 

inaktif yang ada. Unit kearsipan I menggunakan jasa penyimpanan arsip pada 

pihak ketiga yaitu PT Putraduta Buana Sentosa yang berlokasi di Karawang-

Bekasi. Penyimpanan arsip inaktif pada 2 tempat yang berjauhan tentunya 

membutuhkan banyak tenaga SDM dalam mengolahnya. 

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan berkaitan dengan 

pemusnahan arsip. Adapun penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki 

perbedaan yang terdapat pada latar belakang dilakukannya penelitian, perbedaan 

lokasi dan Key Informant yang digunakan. Pertama penelitian yang dilakukan 

oleh Laga Al Ahli dengan judul penelitian “Pelaksanaaan Kegiatan Pemusnahan 

Arsip Dinamis Inaktif Studi Kasus pada Unit Kearsipan Utama Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menangah”. Dari penelitian Ahli 

(2020: 130) ditemukan hasil bahwa: 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidkan Dasar dan Menengah  Unit 

Kearsipan utama sudah memiliki pedoman JRA sendiri untuk 

pengendalian penciptaan dan pemusnahan arsip yang diatur melalui 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 101  tentang Jadwal 
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Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Pada penelitian Ahli (2020: 130) disimpulkan bahwa pelaksanaan 

kegiatan pemusnahan arsip di Unit Kearsipan Utama Sekretariat Direktorat 

Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mempunyai pedoman yang jelas, 

baik dari peraturan pelaksanaan kegiatannya dan juga acuan terhadap 

pemusnahan arsip yang diatur melalui JRA. Prosedur pelaksanaan pemusnahan 

arsip dinamis inaktif di Unit Kearsipan Utama memiliki 6 tahapan, diantaranya: 

penyeleksian arsip dinamis inaktif oleh penata arsip, pembentukan pantia tim 

penilai arsip, penilaian arsip oleh panitia tim penilai arsip, permohonan 

persetujuan arsip musnah ke ANRI, dan penetapan arsip musnah. Kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan arsip yaitu kesulitan dalam 

menetapkan arsip usul musnah karena pada saat pemindahan arsip dari unit 

pengolah ke unit kearsipan sering ditemukan berkas tidak lengkap.  

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Herdi 

Febrillah dengan judul penelitian “Efektivitas Penyusutan Arsip Pada Unit 

Kearsipan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan”. Dari penelitian 

Febrillah (2018:71) ditemukan hasil bahwa  

“Penyusutan Arsip pada dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

Belum Efektif karna salah satu unsur penyusutan Arsip (pemusnahan) 

dari tiga indikator belum efektif belum berjalan dengan baik karna tidak 

sesuai dengan prosedur sehingga proses penyusutan arsip belum 

maksimal”. 

Dari penelitian terdahulu tersebut, menjadi rujukan dan pembanding bagi 

peneliti untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan “Pemusnahan Arsip 

pada Unit Kearsipan I Sekretariat Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia”.  Dalam penelitian ini peneliti memberikan sintesa dari permasalahan 

yang dihadapi oleh unit kearsipan I dalam melaksanakan pemusnahan arsip. 

B. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, rumusan 

permasalahan pada penelitian ini yaitu: 
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1. Bagaimana pelaksanaan Prosedur Pemusnahan Arsip pada Unit Kearsipan I 

Sekretariat Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pemusnahan Arsip pada 

Unit Kearsipan I Sekretariat Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pelaksanaan prosedur kegiatan pemusnahan arsip pada Unit 

Kearsipan I Sekretariat Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah Republik 

Indonesia. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Pemusnahan 

Arsip pada Unit Kearsipan I Sekretariat Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah 

Republik Indonesia 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan 

keilmuan terkait arsip khususnya pemusnahan arsip yang dilaksanakan pada 

Unit Kearsipan I Sekretariat Jenderal DPD RI. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Unit 

Kearsipan I Sekretariat Jenderal DPD RI untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pemusnahan arsip. 

 

 

 

 

 


